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ABSTRAK

Program Sanitasi Lingkungan melalui Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Cianjur
belum efektif dan diasumsikan lemahnya pengawasan dari Dinas terkait. Tujuan penelitian ini
ingin mendeskripsikan dan menganalisis seberapa besar pengaruh pengawasan terhadap
efektivitas Program Sanitasi Lingkungan Kabupaten Cianjur. Metode penelitian yang
digunakan Metode eksplanasi (Explanatory Research). Adapun teknik pengumpulan data:
studi pustaka dan studi lapanganyang meliputi angket, wawancara dan observasi. Teknik
pengambilan sampel menggunakan “Simple Random Sampling” (Sampel Secara Acak).
Unsur populasi dalam penelitian adalah aparat Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Cianjur. Teknik analisa data dan pengujian hipotesis menggunakan Koefisien
Rank Spearman, Uji signifikan dan Koefisien Determinasi.Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas Program Sanitasi
Lingkungan melalui program sistem penyediaan air minum di Kabupaten Cianjur. Ini
menunjukkan, bahwa Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Permukiman memberikan variasi
sebesar 55,35% terhadap Efektivitas Program Sanitasi Lingkungan di Kabupaten
Cianjur,sedangkan 44,65 % dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Hasil
perhitungan tersebut dibandingkan dengan uji t dengan tingkat kekeliruan sebesar 0,05
didapatkan t-tabel adalah sebesar 1,976 dan nilai t niwne sebesar 13,268 lebih besar daripada
nilai t wpe yaitu sebesar 1,976.Dengan demikian Program Sanitasi Lingkungan di Kabupaten
Cianjur secara keseluruhan berada pada kriteria “cukup”. Berdasarkan hasil uji statistik yang
memperlihatkan korelasi antara variabel X terhadap Y kuat dan searah.

Kata kunci: Pengawasan dan Sanitasi Lingkungan
ABSTRACT

The Environmental Sanitation Program through the Drinking Water Supply System in
Cianjur Regency has not been effective and it is assumed that there is a lack of supervision
from the relevant Dinas. The research method used Explanatory Research (Explanatory
Research). The data collection techniques: literature study and field studies which include
questionnaires, interviews and observations. The sampling technique uses "Simple Random
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Sampling”. The population element in the study was the Cianjur Regency Spatial Planning
and Settlement officers. Data analysis techniques and hypothesis testing using the Spearman
Rank Coefficient, Significant Test and Determination Coefficient. The results showed that
supervision had a positive and significant effect on the effectiveness of the Environmental
Sanitation Program through the drinking water supply system program in Cianjur Regency.
This shows that the Supervision of the Spatial Planning and Settlement Office provided a
variation of 55.35% on the Effectiveness of the Environmental Sanitation Program in Cianjur
Regency, while 44.65% was influenced by other factors not examined. The results of these
calculations are compared with the t test with an error rate of 0.05, the t-table is 1.976 and
the t-value of 13.268 is greater than the t-table value of 1.976. Thus the Environmental
Sanitation Program in Cianjur Regency as a whole is in the "sufficient” criteria. Based on
the results of statistical tests that show the correlation between variables X to Y strong and

unidirectional.

Keywords: Environmental Monitoring and Sanitation

1. Pendahuluan

Progresivitas pembangunan yang
disertai dengan pesatnya laju pertambahan
jumlah penduduk, maka berbagai fasilitas
umum untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat menjadi faktor yang sangat
urgen. Salah satu kebutuhan dasar yang
harus terpenuhi diantaranya kebutuhan air
bersih yang dapat diminum .Persoalan
kepadatan penduduk di wilayah perkotaan
melahirkan  berbagai  dampak  dan
diantaranya adalah tingginya  tingkat
pencemaran air, sehingga mengakibatkan
terbatasnya ketersediaan air bersih sebagai
salah satu faktor yang menunjang terhadap
upaya mewujudkan kesehatan masyarakat.

Berbagai peraturan yang mengatur
mengenai urgensi sumber daya air,
sebagai sumber kehidupan mahluk hidup
terutama untuk manusia di dalam
memenuhi  kebutuhan dasarnya (basic
humanneed)sebagai  kebutuhan  primer
yang tidak dapat terpisahkan dari
kehidupan schari-hari seperti minum,
masak, mandi, sehingga fungsi air bersih
itu merupakan salah satu fungsi sosial.

ZPasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air bahwa: “Sumber daya
air dikuasai oleh negara dan dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
secara adil. Negara menjamin hak setiap orang
untuk mendapatkan air bagi pemenuhan
kebutuhan pokok sechari-hari guna memenuhi

Perhatian pemerintah terhadap berbagai
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat,
di dalam konteks pelayanan publik yang
menjadi urusan pemerintahan dalam batas
kewenangan yang dimilikinya sesuai
dengan peraturan perundangan yang
berlaku mutlak perlu dan pada konteks
penyediaan air bersih bagi masyarakat.’

Salah satu program yang memiliki
tujuan untuk pemnyediaan air minum yang
tidak dikelola oleh Perusahaan Daerah Air
Minum adalah Program Sistem
Penyediaan Air Minum(SPAM) yang
dilaksanakan di tiap Kabupaten/Kota yang
pengurusannya menjadi bagian
kewenangan Dinas Tata Ruang dan
Permukiman. Mengenai program ini, di
Kabupaten Cianjur dalam hal Penyediaan
SPAM  tersebut  diserahkan  kepada
Kelompok Swadaya Masyarakat yang
diawasi oleh Dinas dengan standar
operating prosedur yang jelas untuk
mencapai tujuan. Penyediaan kualitas
airbersih dengan syarat-syarat utama di
dalam pendistribusiannya.

3Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2005
tentang Penyediaan Air Minum yang mengatur
pula mengenai pelayanan bidang sanitasi
lingkungan, dan Pemerintah berkewajiban
memfasilitasi berbagai program diantaranya
pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum
dengan berbagai lingkupnya termasuk pada

kehiduean yang sehat, bersih dan Eroduktil‘”. BUMN, BUMD dan maszarakat luas.
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Masalah yang menarik di dalam
penelitian ini khususnya yang terjadi di
Kabupaten  Cianjur  adalah  kurang
efektifnya Program Sanitasi Lingkungan
khususnya pada penyediaan air minum
melalui  program SPAM, sementara
program tersebut telah berlangsung cukup
lama tetapi masyarakat didua desa tersebut
sampai saat dilakukan pengamatan masih
belum menikmati distribusi air bersih
sesuai tujuan program ini.Kondisi umum
yang terjadi pada masyarakat berdasarkan
hasil pengamatan awal peneliti masih

terdapat berbagai keluhan  khususnya
mengenai ketersediaan air bersih dengan
distribusi yang sangat terbatas termasuk

mengenai  kualitas air sehat dan
kontinuitas dalam penyediaaan air bagi
pemenuhan  kebutuhan dasar  warga
masyarakat.

Data pendukung terhadap masalah
kurang  efektifnya  Penyediaan  Air
Minummelalui  program  SPAM  di
Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 1.1.
Penyediaan Air Minum Melalui SPAM Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2018

Realisasi Perse
Tahun T"T"Z%le; Zreja Realisasi Perig/n )t ase T?gﬁ;ﬂ‘éﬂah Penduduk ntase
¥ o Terlayani (%)
2016 160 90 36,06% 605.500 jiwa 102.600 jiwa 12%
2017 207 110 30.05% 705.500 jiwa 106.600 jiwa 14%
2018 305 116 38,03% 823.500 jiwa 156.600 jiwa 19%
Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman, 2019
Tabel di atas, menunjukkan bahwa 2. Belum memadainya SDM yang
Program sanitasi lingkungan melalui handal dalam Penyediaan Air
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Minum (SPAM).
yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang 3. Belum dipahami oleh sebagian
dan Permukiman belum efektif, dan hal itu masyarakat aspek  pemeliharaan

dapat  dilihat dari realisasi tahun
2016bahwa desa yang harus terlayani
hanya mencapai 36,06 %, dengan jumlah
penduduk yang semestinya bisa menikmati
Pelayanan air bersih tersebut ternyata
realisasinya hanya mencapai 12 %. Pada
tahun 2017 desa yang harus terlayani
hanya mencapai 30,05%, terrealisasi
sebesar 14%. Pada tahun 2018 desa yang
terlayani hanya mencapai 38,03%, dengan
jumlah penduduk yang semestinya bisa
menikmati layanan air bersih, realisasinya
hanya mencapai 19%.

Indikasi lain yang berkaitan dengan
masalah ini di Kabupaten Cianjur adalah
sebagai berikut :

1. Masyarakat masih belum memahami
prosedur Sistem Penyediaan Air
Minum.

SPAM.di tambahkan belum adanya
pemahaman masyarakat tchadap
kegunaan air bersih.

4. Aspek sarana penunjang (listrik) dari
Pemerintah sering terjadi gangguan.

Berdasarkan latar belakang
tersebut, di dalam penelitian ini
dideskripsikan dan dianalisis melalui uji
teori pengawasan sebagai salah satu
variabel dementara dapat mempengaruhi
timbulnya masalah tersebut, karena Dinas
Tata Ruang dan Permukiman memiliki
kewenangan pengawasan terhadap
program yang dilaksanakan untuk
menghindarkan berbagai penyimpangan
aturan-aturan yang telah ditetapkan.
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2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui,
mendeskripsikan dan menganalisis
besarnya pengaruh pengawasan terhadap
efektivitas Program Sanitasi Lingkungan
yang difokuskan pada pelaksanaan
program sistem penyediaan air minum di
Kabupaten Cianjur.

3. Tinjauan Pustaka

Pengawasan merupakan  fungsi
yang berkaitan erat dengan pencapaian
tujuan atau sasaran dari suatu pekerjaan.
Bersama-sama  dengan  fungsi-fungsi
manajemen lainnya, pengawasan
membantu  semua  tingkatan  dalam
manajemen untuk dapat menyelesaikan
suatu pekerjaan atau kegiatan agar berjalan
sesuai dengan rencana dan mencapai
tujuan yang diharapkan.Pengawasan terdiri
dari pengujian apakah segala sesuatu
berjalan sesuai dengan rencana yang telah
di tentukan dengan instruksi yang telah di
gariskan dan bertujuan untuk menemukan
kelemahan-kelemahan serta kesalahan-
kesalahan ~ dengan  maksud  untuk
memperbaikinya dan mencegah untuk
tidak terulang kembali.*

Dari definisi tersebut, disimpulkan
bahwa pengawasan merupakan suatu
proses uasaha atau kegiatan dalam
mengamati kegiatan suatu oganisasi atau
suatu usaha kerja sama yang sedang
dilaksanakan agar sesuai dengan rencana
atau standar yang telah ditetapkan
sebelumnya atau dengan kata lain salah
satu tujuan pengawasan adalah evektifitas
dari pekerjaan tersebut dapat tercapai.
Dalam perspektif lain dikatakan bahwa
pengawasan itu sangat penting karena
pengawasan ialah proses pengamat dari
suatu  pelaksanaan seluruh  kegiatan
organisasi untuk menjamin agar supaya
hasil semua pekerjaan itu sesuai dengan
rencana yang telah ditentukan

“Fayol dalam Sujamto , 1996. Beberapa Pengertian di
Bidang Pengawasan, Jakarta: Ghalia Indonesia,
halaman 90.

sebelumnya.’ Dalam melakukan
pengawasan terdapat beberapa syarat
sebagai berikut:

a. Pengawasan Langsung
Pengawasan langsung adalah
pengawasan yang dilakukan sendiri
secara langsungoleh seorang
manajer/pimpinan.
Manajer/pimpinan memeriksa
pekerjaan yangsedang dilakukan.
Untuk mengetahui apakah
dikerjakan dengan benar dan hasil-
hasilnya  sesuai dengan yang
dikehendakinya

b. Pengawasan Tidak Langsung
Pengawasan tidak langsung adalah
pengawasan jarak jauh, artinya

dengan melaluilaporan yang
diberikan oleh bawahan. Laporan ini
dapat berupa lisan atau
tulisantentang pelaksanaan
pekerjaan-pekerjaan dan hasil-hasil
yang telah dicapai.

c¢. Pengawasan Berdasarkan
Kekecualian
Pengawasan berdasarkan

kekecualian adalah pengendalian
yang dikhususkanuntuk kesalahan-
kesalahan yang luar biasa dari hasil
atau standar yang diharapkan.
Pengendalian semacam ini dilakukan

dengan cara  mengombinasikan
pengawasan langsung dan
pengawasan tidak langsung oleh
manajer.°

Dengan menetapkan syarat-syarat
pengawasan sebagai landasan teoritis
dalam penelitian, diharapkan dapat terjadi
pembagian tugas sesuai dengan
kewenangannya masing-masing

SSiagian, Sondang,1995. Tata Pemerintahan dan
Administrasi  Pemerintahan Desa, Bandung:
Alumni,halaman 135

®Hasibuan, Malayu S.P., 2001. ManajemenDasar

Pengertian dan  Masalah. Jakarta: Bumi
Aksara,halaman 245
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berdasarkan tugas, pokok dan fungsinya.

Untuk mengukur efektivitas
merupakan “Tingkat pencapaian sasaran
itu  menunjukkan tingkat efektivitas”
(Gibson, 1996:27). Pendapat senada
disampaikan pula menurut Stoner dalam
Sindoro (1996:6) bahwa: “efektivitas
adalah kemampuan untuk menentukan
tujuan yang memadai melakukan yang
tepat”. Selanjutnya Kast dalamSugiyono
(2003;23) adalah “Efektivitas berkenaan
dengan derajat pencapaian tujuan baik
secara implisit, yaitu seberapa jauh
rencana dapat dilaksanakan dan seberapa
jauh tujuan dapat tercapai”.Pengertian para
ahli tersebut menunjukkan bahwa konsep
efektivitas menggambarkan satu ketaatan
pendekatan tujuan, teori sistem atau multi
constituency, dengan perkataan lain
merupakan rekomendasi untuk
memberikan hasil (akibat) yang maksimal,
lepas dari pertimbangan efisiensi”.Menurut
Steers  (1985: 4-5) dengan cara
memperhatikan tiga buah konsep yang
saling berhubungan yang disebut sebagai
ancangan berdimensi ganda dalam studi

evaluasi efektivitas organisasi. Adapun
dimensi-dimensi tersebut terdiri atas:

1. Optimasi Tujuan: dimana efektivitas
dinilai menurut ukuran seberapa jauh
sebuah organisasi berhasil mencapai
tujuan  yang  layak  dicapai.
Pemusatan perhatian pada tujuan
yang layak dicapai dan optimal.

2. Perspektif  Sistem:  tercapainya
tujuan-tujuan jangka pendek tertentu
dapat mempersembahkan masukan-
masukan baru demi penentuan tujuan
berikutnya.

3. Tekanan Perhatian Terhadap
Perilaku Manusia: yakni meliputi
tekanan atas perilaku  pekerja
terhadap keberhasilan  organisasi
untuk jangka panjang, yaitu dengan
mengintegrasikan tingkat mikro daan
makro dari analisis, dan
menganalisis bagaimana tingkah
laku individu dan kelompok dapat
menyokong  atau  menghalangi
tercapainya tujuan lewat tingkah
laku para anggota organisasi.

Model  kerangka pikir dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1

Model Hubungan Antara Variabel Penelitian

X)

Pengawasan

1. Pengawasan Langsung

2. Pengawasan Tidak
Langsung

3. Pengawasan Berdasarkan
Kekecualian

Hasibuan (2005:245)

¢ = Faktor lain yang tidak diteliti

€

l

(Y)
Efektivitas

1. Optimalisasi tujuan
2. Prespektif sstem
3. Tekanan pada segi perilaku

Steers (1985:4-7)
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4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode cksplanasi
(Explanatory Research) dimana data
informasi dikumpulkan dari populasi,
hasilnya dikumpulkan kemudian dianalisis
dengan tujuan untuk mengukur pengaruh
dari satu variabel terhadap variabel
lainnya. Metode ini menjelaskan hubungan
kausal antara variabel-variabel melalui
pengujian hipotesis, sebagaimana
dikemukakan oleh Singarimbun (1995:21)
yaitu bahwa ”Apabila peneliti menjelaskan
hubungan kausal antara variabel-variabel
melalui  pengujian  hipotesis, maka
dinamakan penelitian penjelasan
(explanotory research)”.

5. Hasil Penelitian dan Analisis

Untuk mengetahui besarnya pengaruh
Pengawasan Oleh Kapala Dinas Tata
Ruang dan  Permukiman  Terhadap
Efektivitas Program Sanitasi Lingkungan ,
akan dihitung dengan menggunakan rumus
statistik  yaitu Koefisien Determinasi.
Sebelum melakukan perhitungan Koefisien
Determinasi, akan terlebih dahulu dihitung
korelasi atau hubungan diantara dua
variabel tersebut dengan menggunakan
rumus Koefisien Korelasi Rank Spearman
dengan dibantu oleh software SPSS
(Statistical Product Service Solution)
Versi 17 dengan hasil sebagai berikut.

a. Uji Koefisien Rank Spearman

Berdasarkan  hasil  perhitungan
menurut Rank Spearman melalui SPSS V.
17 dapat disajikan pada tabel sebagai
berikut:

Correlations
Pengawasan Oleh | EfektivitasPro
Dinas Tata Ruang | gram sanitasi
dan Pemukiman lingkungan
Spearman's  Pengawasan Oleh Correlation 1.000 744
rho Dinas Tata Ruang CoefTicient ‘ ’
dan Pemukiman Sig. (2- 000l
tailed) ’
N 144 144
EfektivitasProgram  Correlation o
Sanitasi Lingkungan Coefficient 744 1.000}
Sig. (2-
tailed) 000
N 144 144

Sumber: Pengolahan Data SPSS V.17

Dari tabel di atas terlihat, bahwa korelasi
atau hubungan antara variabel Pengawasan
Oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman
dan Variabel Efektivitas Penyediaan air
minum  sebesar 0,744 Hal ini
memperlihatkan korelasi di antara dua
variabel tersebut adalah kuat dan searah,

artinya Pengawasan Oleh Dinas Tata
Ruang dan Permukiman dilaksanakan
dengan baik dalam mencapai Efektivitas
Program Sanitasi Lingkungan.

b. Koefisien Determinasi
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Setelah  dilakukan  perhitungan
korelasi atau hubungan, maka langkah
selanjutnya adalah melakukan perhitungan
besarnya pengaruh dengan menghitung
koefisien determinasi  yaitu  sebagai
berikut:

KD = rs’x 100%
KD (0,744)* x 100%
KD 0,5535 atau 55,35 %

Ini menunjukkan, bahwa pengaruh
Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas
Tata Ruang dan Permukiman hanya
memberikan  variasi sebesar 55,35%

terhadap Efektivitas Program Sanitasi
Lingkungan di Kabupaten Cianjur, hal
tersebut memperlihatkan ada sebesar 44,65
% faktor-faktor lain yang mempengaruhi
variabel Efektivitas Program Sanitasi
Lingkungan di Kabupaten Cianjur yang
tidak diteliti.

¢. Pengujian Hipotesis Statistik

Langkah terakhir adalah
melakukan  pengujian  hipotesis  atau
dugaan sementara dengan hipotesis
statistik sebagai berikut:

Ho : p =0 Tidak terdapat pengaruh Pengawasan oleh Dinas Tata Ruang dan
Permukiman terhadap Efektivitas Program Sanitasi Lingkungan

di Kabupaten Cianjur.

H.a : p#0 Terdapat pengaruhPengawasan oleh Dinas Tata Ruang dan
Permukiman terhadap Efektivitas Program Sanitasi Lingkungan

di Kabupaten Cianjur.

Hipotesis tersebut di atas akan dibuktikan
dengan menghitung distribusi student (uji
t) yang kemudian akan dibandingkan

N-=2
t=rs
1—7rs
0744 | 1A=
1-(0,744)
t=13,268
Hasil  perhitungan  tersebut  akan

dibandingkan dengan t-tabel, di mana dari
hasil tabel distribusi t dengan tingkat
kekeliruan sebesar 0,05 didapatkan t-tabel
adalah sebesar 1,976 Ini menunjukkan,

dengan t-tabel. Hasil perhitungan tersebut
adalah sebagai berikut:

bahwa nilai t niung yaitu sebesar 13,268
lebih besar daripada nilai t wpe, yaitu
sebesar 1,976 dengan dapat digambarkan
dalam kurva distribusi t sebagai berikut:

Gambar 5.1
Distribusi Normal t

Daerah
Penerimaan Ha

Daerah
PenolakanHa

Daerah
Penerimaan Ha

-1,976

1,976 13,268
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Berdasarkan gambar di atas terlihat, bahwa
nilai r hiwung berada pada daerah penerimaan
Ha, artinya bahwa hipotesis alternatif (Ha)
diterima. Kesimpulannya,bahwa terdapat
pengaruh Pengawasan Oleh Dinas Tata
Ruang dan  Permukiman  terhadap
Efektivitas Program Sanitasi Lingkungan
di Kabupaten Cianjur.

6. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang

telah dilakukan selanjutnya peneliti dapat

mengambil kesimpulan bahwa :
1. Pengawasan yang dilakukan oleh
Kepala Dinas Tata Ruang dan
Permukiman dalam hal penyediaan air
bersih melalui program Sanitasi
Lingkungan yang dikelola olek
kelompok swadaya masyarakat Di
Kabupaten Cianjur, dengan
menggunakan syarat-syarat
pengawasan lum dilaksanakan dengan
baik sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan di  dalam  peraturan
pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
Tentang Penyediaan Air Minum.
2. Besarnya Pengaruh pengawasan
oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan
Permukiman cukup signifikan sebesar
55,65 %, dan berdasarkan  tabel
koefisien pengaruh termasuk pada
kriteria sedang , schingga
berpengaruh  terhadap  efektivitas
program  sanitasi lingkungan di
Kabupaten Cianjur. Sementara faktor
lain yang mempengaruhinya dan tidak
diteliti  sebesar  44,65%. Dengan
demikian hipotesis yang diajukan di
dalam penelitian ini teruji secara
empirik.

7. Saran-saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian

dikemukakan saran- saran sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil penelitian ini
mengenai cfektivitas program sanitasi
lingkungan tidak hanya ditentukan
oleh dimensi-dimensi variabel
pengawasan, sehingga  disarankan

untuk dilakukan penelitian lanjutan
metode dan pendekatan lain serta
variabel-variabel pengaruh lain yang
berkaitan dengan manajemen
pemerintahan.

2. Untuk optimalisai pelaksanaan
pengawasan oleh Dinas Tata Ruang
dan Permukiman disarankan seclain
dilakukan  pengawasan  langsung
maupun melalui penilaian pelaporan
pengelolaan, maka uapaya koordinasi
dan pembinaan dari dinas kepada
kelompok swadaya masyarakat harus
dilakukan secara rutin dan
berkelanjutan serta peningkatan
keahlian bagi petugas pelaksana dapat
diakukan melalui pelatihan-pelatihan
teknis, sehingga program dapat
dilaksanakan secara efektif.
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